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NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEPEGAWAIAN
DAN NON KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf {f, dan Pasal 10 ayat (4)
huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian

dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan
Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON
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KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU
Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP
Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Arsip Substantif adalah Arsip yang berasal dari kegiatan
fungsional KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu
dan Pemilihan, yang berkaitan dengan bidang non
kepegawaian dan non keuangan/fiskal.

Arsip Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan
adalah Arsip yang berasal dari kegiatan pendukung
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang berkaitan
dengan bidang non kepegawaian dan non
keuangan/fiskal yang meliputi perencanaan, hukum,
organisasi dan  ketatalaksanaan, kearsipan dan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan dan

keprotokolan, kepustakaan, teknologi informasi,
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komunikasi dan pengawasan.

Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA,
adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan arsip, yang paling kurang berisi informasi
jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan yang berisi
rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip akan
dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali.
Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah JRA untuk Arsip
Substantif.

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Kepegawaian dan
Non Keuangan adalah JRA untuk Arsip Fasilitatif Non
Kepegawaian dan Non Keuangan.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan
Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus menerus di unit pengolah untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan
Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, dan
disimpan di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan
atau diserahkan ke lembaga kearsipan.

Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan
bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena
jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak
memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-
undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan
penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses
hukum.

Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan
bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder
atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada
lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban
nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-
masing organisasi.

Keterangan Dinilai Kembali adalah informasi yang

menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum ditentukan



